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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Persekongkolan dalam Tender merupakan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Secara khusus larangan

melakukan Persekongkolan dalam Tender diatur di dalam Pasal 22. Tujuan dilaksanakannya Tender yaitu

untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan

kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanan proses tender tersebut akan didapatkan

harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik. Penelitian ini bersifat yuridis normatif berdasarkan

penelitian literatur dan perundang-undangan.Dalam perkara KPPU No.03/KPPU-L/2016 KPPU tidak cermat

dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur efisiensi dan Afiliasi selain unsur-unsur

lainnya.Sehingga meskipun dalam tingkat persidangan di KPPU para Terlapor dinyatakan bersalah namun

dalam tingkat keberatan di Pengadilan Negeri dan Kasasi di Mahkamah Agung para Terlapor yaitu Husky-

CNOOC Madura Limited dan PT COSL INDO dibebaskan dari tuduhan pelanggaran pasal 22 tentang

persekongkolan tender.Pencapaian efisisensi merupakan roh dari hukum persaingan usaha di

Indonesia,ketika efisiensi dapat tercapai dengan tujuan utama kesejahteraan konsumen maka faktor-faktor

lain menjadi tidak begitu relevan untuk dituduhkan kepada pelaku usaha. Ditambah dengan ketidakcermatan

KPPU dalam membuktikan pihak terafiliasi dalam perkara ini menjadi suatu pelajaran dan bahan evaluasi

bagi KPPU ke depannya dalam penerapan pasal 22 UU No.5 tahun 1999.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>	

Conspiracy in Tender is an action that is prohibited under the Law No. 5 of 1992 concerning Prohibition of

Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Specifically, the prohibition to conduct

Conspiracy in Tender is stipulated in Article 22. The objective of Tender execution is to provide the same

opportunity to business actors in order to offer competitive prices and qualities. So that, eventually the said

tender process, lowest prices with the best qualities will be obtained. This research is juridical normative

based on research on literatures as well as laws and regulations. In the case KPPU No.03 KPPU L 2016,

KPPU was not scrupulous in considering and proving the efficiency element and Affiliation apart from other

elements. As a result, even though the Reported were sentenced to be guilty in the trial in the stage of

KPPU, but in the objection stage in District Court and Cassation in Supreme Court, the Reported, namely

Husky CNOOC Madura Limited and PT COSL INDO were exempted from the accusation of Article 22

regarding tender conspiracy. Efficiency accomplishment is the spirit of business competition law in

Indonesia. When efficiency can be reached with main objective is consumer welfare, therefore other factors
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become less relevant for business actor to be accused of. Added with KPPU rsquo s imprecision in proving

the affiliated parties in this case, it becomes a lesson and evaluation material for KPPU in the

implementation of Article 22 Law No. 5 of 2009 in the future. 


